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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Penggugat adalah Jumiyah Binti Sura Wiyarjo, umur 49 tahun, agama 

Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMEA/sederajat, bertempat tinggal di 

Mangir Tengah RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, 

Kabupaten Bantul dan Tergugat adalah M. Rukman, DS Bin Sudarma, 

umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SMA, terakhir 

bertempat tinggal di Mangir Tengah RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan 

Pajangan, Kabupaten Bantul. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai 

ke Pengadilan Agama Bantul dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang 

dan menengok Penggugat dan anaknya sejak tahun 1998 sampai sekarang 

telah berlangsung selama 19 tahun, dan beberapa fakta hukum lainnya. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam kasus perceraian pada Putusan 

Pengadilan Agama Bantul terhadap perkara 

Nomor:333/Pdt.G/2017/Pa.Btl. yang berdasarkan penilaian atas fakta-fakta 

hukum dipersidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada 

harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik 

serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang 

sakinah mawaddah warahmah dan Tergugat juga telah meninggalkan 

Penggugat tanpa kabar apapun selama 18 (delapan belas) tahun lamanya, 
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tidak diketahui keberadaannya baik didalam atau dluar wilayah Negara 

Republik Indonesia dengan demikian hal tersebut telah memenuhi alasan 

perceraian pada ketentuan Penjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. 

Oleh karenanya pada putusan tersebut hakim memberikan putusan dengan 

 

B. Saran 

Setelah menganalisis putusan hakim dalam memutus perkara cerai dengan 

alasan suami mafqud, peneliti akan menyampaikan beberapa saran: 

1. Pemberian hak asuh anak dalam Gugatan cerai dengan alasan suami 

mafqud hingga saat ini masih sering menimbulkan ketidakpastian dalam 

implementasinya di lapangan, oleh karena itu diperlukan adanya aturan 

yang secara jelas dan rinci terkait pemberian hak Asuh anak dalam kasus 

perceraian dimana salah satu pihak ditetapkan mafqud, sehingga hakim 

mempunyai pedoman yang lebih jelas dalam memberikan putusan terkait 

kepada siapa hak asuh anak akan diberikan ketika salah satu pihak 

ditetapkan dalam kondisi mafqud. 

2. Untuk pengaturan pemberian hak asuh anak dalam Gugatan cerai dengan 

alasan suami mafqud, setidak tidaknya dapat memberikan gambaran dalam 

kondisi seperti apa hak asuh anak akan diberikan kepada ibu, kapan akan 

diberikan kepada ayah, atau dapat pula ditegaskan bahwa hak asuh anak 

akan diberikan kepada orang tua yang masih ada, dengan pertimbangan 

keberadaan Tergugat yang tidak diketahui. Dengan demikian hakim akan 
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mempunyai pedoman yang jelas dengan mempertimbangkan kondisi-

kondisi tertentu dalam setiap kasus dan para pihak yang terlibat 

didalamnya. 
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